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GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 135 /KEP.GUB/DPM-PTSP-7/2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan
dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan investasi, serta mempedomani Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Pendclegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jambi Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6807);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaraan Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
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12, gcputusan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara
omor 63/M,PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

13, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelqyanan Perizinan Berusaha Berbasia Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

14, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Nomor 6);

15. Peraturan Qubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita
Daerah Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2018 Nomor 36);

16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PFintu
Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun
2021 Nomeor 31) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 22)

MEMUTUSKAN:

Pelayanan Perizinan Berusaha
nan pada Dinas Penanaman
Provinsi Jambi

Menetapkan Standar ay
Berbasis Risiko dan Nonpenzi \
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2024.
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KEDUA . Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun

2024, meliputi 2 komponen dan 14 unsur:

1. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery),
meliputi:

produk layanan;

persyaratan;

sistem mekanisme dan prosedur;

jangka waktu penyelesaian;

biaya/tarif; dan

penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

2. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi
(Manufacturing), meliputi:

"o oo op

a. dasar hukum;

b. sarana, prasarana dan /atau fasilitas;
c. kompetensi pelaksana;

d. pengawasan internal;

e. jumlah pelaksana;

f. jumlah pelayanan;

g. jaminan keamanan; dan

h. evaluasi kinerja.

KETIGA . Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, dipublikasikan dalam Website:
www.dpmptsp.jambiprov.go.id.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 1 Apry) 2024
GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1.
2.
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia;

. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
. Ketua DPRD Provinsi Jambi;

. Wakil Gubernur Jambi;

. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi,

. Inspektur Provinsi Jambi;

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
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